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BAB IV 

PENUTUP 

1.1. Kesimpulan  

Undang-Undang Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan bagi pencipta 

atau pemilik hak cipta untuk dapat memanfaatkan hak ekonomi atas ciptaannya. 

Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak cipta 

dapat digunakan sebagai jaminan fidusia. Pemberian jaminan fidusia memberikan 

kesempatan bagi pencipta atau pemegang cipta untuk dapat memperoleh modal. 

Namun, belum ada pengaturan secara eksplisit baik di Undang-Undang Tentang hak 

Cipta dan Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, membuat pelaksanaan hak 

cipta sebagai jaminan menjadi sulit terlaksana. 

Tahun 2022, pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 

Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang 

Ekonomi Kreatif. Namun pelaksanaan tersebut belum dapat dilaksanakan secara 

maksimal, karena masih menimbulkan ketidakpastian bagi kreditur. Dalam hal ini 

Peraturan Pemerintah Ekraf lahir karena adanya Undang-Undang Ekraf, sehingga 

muatan secara keseluruhan adalah pelaksana dari Undang-Undang Ekraf. Yang 

artinya bahwa Peraturan Pemerintah Ekraf hanya mengatur secara abstrak saja, 

tanpa memperhatikan standar dan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang 

Hak Cipta dan Undang-Undang Jaminan Fidusia. 

Hak Cipta sebagai jaminan fidusia lahir karena adanya dasar hukum di Undang-

Undang Hak Cipta. Artinya dinamika hukum antara peraturan perundang-undangan 

dalam mengatur hak cipta sebagai jaminan fidusia tidak memiliki kesinambungan, 
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yang akhirnya pengaturan hak cipta sebagai jaminan fidusia tidak jelas, tidak 

sistematis, dan tidak terperinci. Ada beberapa hal yang masih belum diatur oleh 

pemerintah, seperti belum adanya lembaga valuasi, belum adanya aturan yang 

komprehensif, dan masih belum adanya mekanisme valuasi kekayaan intelektual. 

Ketidakpastian ini akan menimbulkan ketidakjelasan perlindungan hukum bagi 

para pihak terkait, terutama bagi kreditur. 

1.2. Saran 

Dari hasil penelitian yang sudah diuraikan, maka ada beberapa saran yang 

ditujukan kepada beberapa pihak sebagai berikut: 

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu membentuk lembaga valuasi 

independen dengan tujuan untuk menilai potensi suatu nilai ekonomi hak cipta 

dan menerapkan Module 11 WIPO dalam menentukan kualifikasi dan standar 

hak cipta sebagai jaminan fidusia.  

2. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai legislatif dan Presiden berserta Menteri 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai eksekutif perlu membentuk aturan yang 

komprehensif dan untuk mendorong perkembangan pasar sekunder mengenai 

kekayaan intelektual. Mengingat juga bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia 

merupakan aturan yang lahir di tahun 1999, perlu untuk dipertimbangkan untuk 

mengubah aturan tersebut sebagai bentuk penyelarasan dengan dinamika yang 

terjadi di Masyarakat. 

3. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan perlu mulai melakukan sinkronisasi 

dengan pemerintah dengan memperluas cakupan aset dengan mengakomodasi 

hak cipta sebagai aset yang dapat dijaminkan. 
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4. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berserta Bank Indonesia dan Otoritas 

Jasa Keuangan juga perlu untuk menunjuk lembaga keuangan tertentu yang 

dijadikan sebagai lembaga keuangan pertama dalam menerapkan skema 

pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, mengingat hal ini masih baru di 

Indonesia. 

5. Bagi lembaga keuangan sebagai kreditur, perlu membentuk lembaga appraisal 

yang bergerak dalam penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan dan 

perlu dibuatnya mekanisme valuasi kekayaan intelektual. 
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